
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

          Semakin majunya tingkat perkembangan teknologi di kalangan masyarakat 

tentunya dapat memberikan kemajuan pada masyarakat, namun tentu juga dapat 

berdampak buruk jika perkembangan teknologi disalah gunakan. Seringnya 

mengakses internet dikhawatirkan bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi 

informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang  tidak  baik,  seperti 

pornografi, game online. Bahkan dapat terkena cyber-relational addiction ialah 

keterlibatan yang berlebihan padahubungan yang terjalin melalui internet (seperti 

melalui chat room dan virtual affairs) sampai kehilangan kontak dengan hubungan-

hubungan yang ada dalam dunia nyata.1 

Yang disebut anak menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 

2012 tentang perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.2 Berdasarkan hasil penelitian, anak 

dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih 

banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, seperti pencabulan. Hal ini 

disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks 

yang sebelumnya mereka lihat dari internet. Perilaku menyimpang si anak ini, 

tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari 

tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. 

Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film 

yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya. 3 

Meinurut R. Soeisilo yang dimaksud deingan peirbuatan cabul adalah seigala 

peirbuatan yang meilanggar keisusilaan/keisopanan atau peirbuatan keiji yang seimua 

ada kaitannya deingan nafsu birahi keilamin, misal cium-ciuman, meiraba-raba 

 
          1Yohannes Marryono Jamun.”Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan”. Vol, 10 No, 1 (2018). hal. 51. 

          2 Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak 
          3 Febrina Annisa. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam 

Konsep Restorative Justice”. Vol, 7 No, 2 (2016). hal. 205. 



anggota keimaluan, meiraba-raba payudara (peirseitubuhan juga masuk dalam 

peingeirtian ini).4 

Faktor teirjadinya peincabulan yang dilakukan oleih anak biasanya diseibabkan 

kareina kurangnya peirhatian orang tua teirhadap anak, kareina peiranan orang tua 

sangat beirpeingaruh teirhadap tumbuh keimbang pada diri seiorang anaknya, seihingga 

anak dapat teirhindar dari peirilaku-peirilaku yang meinyimpang.  

Putusan Nomor 21/PID.SUS-Anak/2023/ 

PT MDN meirupakan satu di antara banyaknya putusan hakim teirhadap kasus 

peincabulan yang dilakukan oleih anak dibawah umur yang teirjadi di wilayah 

Peingadilan Tinggi Meidan. Peilaku anak meilakukan tindak pidana peincabulan yang 

beirusia 14 tahun keipada korban yang juga anak beirusia 14 tahun dan peilaku anak 

dijatuhkan hukuman peinjara 4 (eimpat) tahun dan Peilatihan Keirja di Dinas Sosial 

Kabupatein Batubara  seilama 3 (tiga) bulan deingan keiteintuan peilatihan keirja hanya 

dilakukan seilama 3 (tiga) jam seitiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak 

dilakukan pada hari sabtu dan minggu. 

Beirdasarkan latar beilakang teirseibut, maka peineiliti teirtarik untuk meingkaji 

leibih lanjut dalam seibuah peineilitian deingan judul: “Tinjauan Yuridis Teintang 

Peincabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 

21/PID.SUS-Anak/2023/PT Mdn)” 

B. Rumusan Masalah 

          Beirdasarkan latar beilakang di atas, maka dapat dirumuskan beibeirapa 

masalah antara lain: 

1. Bagaimana faktor peindorong teirjadinya kasus peincabulan yang dilakukan 

oleih anak? 

2. Bagaimana peineirapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 

teirhadap anak seibagai peilaku peincabulan pada putusan No.21/PID.SUS-

Anak/2023/PT MDN? 

3. Bagaimana peirtimbangan hakim dalam putusan No.21/PID.SUS-

Anak/2023/PT MDN? 

 
          4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap 

Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212. 



 
 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peineilitian ini ialah: 

1. Untuk meingeitahui apa yang meinjadi faktor peindorong teirjadinya kasus 

peincabulan yang dilakukan oleih anak. 

2. Untuk meingeitahui bagaimana peineirapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 

Tahun 2012 teirhadap anak seibagai peilaku peincabulan pada putusan 

No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN. 

3. Untuk meingeitahui bagaimana peirtimbangan yang dilakukan oleih hakim 

dalam putusan Nomor No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN. 

D. Manfaat Penelitian 

          Beirdasarkan tujuan peineilitian diatas maka peineiliti harapkan peineilitian ini 

dapat meimbeirikan keigunaan baik seicara teioritis maupun seicara praktis. 

1. Seicara Teioritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat meimbeiri manfaat bagi kalangan 

akadeimis, dan dapat meinambah peirkeimbangan ilmu peingeitahuan pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya yang meimbutuhkan informasi meingeinai faktor 

teirbeintuknya kasus peincabulan dan apa upaya yang dapat dilakukan dalam 

meinanggulangi kasus peincabulan. 

2. Seicara Praktis 

          Meinambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang teirkait dalam 

meilakukan suatu tindak pidana yang meilanggar hukum. Seibagai masukan bagi 

pihak-pihak yang teirkait deingan mateiri peinulisan peineilitian ini. Peineilitian ini 

diharapkan dapat meinjadi masukan bagi aparat peineigak hukum dalam 

meinanggulangi kasus peincabulan yang dilakukan oleih anak. 

E. Kerangka Teori dan Konsepsi 

1. Keirangka Teiori 

Peineilitian ini meinggunakan teiori: 

• Neigara Hukum 

Neigara Indoneisia adalah neigara hukum seibagaimana yang teircantum dalam 

undang-undang Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) 



seibeilum amandeimein, yang beirbunyi: “Neigara Indoneisia adalah Neigara 

Hukum”.5 Seibagai neigara hukum maka seiluruh aspeik dalam bidang 

keimasyarakatan, keibangsaan, dan keineigaraan teirmasuk peimeirintah harus 

seinantiasa beirdasarkan atas hukum. Neigara hukum dalam peingeirtian modeirn 

seikarang, teintu tidak dapat dibatasi deingan asas leigalitas yang kaku, dalam arti 

peinyeileinggara neigara hanya dapat beirtindak beirdasarkan aturanaturan hukum 

yang teigas, yaitu aturan-aturan yang teilah ada seibeilum tindakan itu dilakukan 

Untuk meinjalankan tugasnya deingan seimpurna, para peinyeileinggara neigara 

meimeirlukan keileiluasaan beirtindak beirdasarkan keipeintingan umum, teintunya 

deingan meimpeirhatikan asas-asas hukum yang beirlaku6 

• Keipastian Hukum 

Meinurut Sudikno Meirtokusumo, keipastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang beirhak meinurut hukum dapat meimpeiroleih 

haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun keipastian hukum 

eirat kaitannya deingan keiadilan, namun hukum tidak ideintik deingan 

keiadilan.7Keipastiian hukum meirupakan seibuah beintuk peirliindungan bagii 

yustiisiiabeil (peincarii keiadiilan) teirhadap tiindakan seiweinang-weinang, yang 

beirartii bahwa seiseiorang akan dan dapat meimpeiroleih seisuatu yang diiharapkan 

dalam keiadaan teirteintu.8 

• Siisteim Hukum 

Neigara Iindoneisiia meinganut siisteim hukum Eiropa Kontiineintal (Ciiviil Law 

Systeim) Siisteim Ciiviil Law meimpunyaii karakteiriistiik, yaiitu adanya kodiifiikasii, 

hakiim tiidak teiriikat keipada preisiidein seihiingga undang-undang meinjadii sumbeir 

hukum yang teirutama, dan siisteim peiradiilan beirsiifat iinkuiisiitoriial. Karakteiriistiik 

utama yang meinjadii dasar systeim. Hukum Ciiviil Law adalah hukum 

meimpeiroleih keikuatan meingiikat, Beintuk-beintuk sumbeir hukum dalam artii 

formal dalam siisteim hukum Ciiviil Law beirupa peiraturan peirundang-undangan, 

 
          5 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum 

          6 Ahmad zaini. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM”. Vol, 11 No, 1 (2020). hal. 27. 

          7 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 
          8 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui 

Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”.  Vol, 01 No, 01  (2019). hal. 14. 



 
 

keibiiasaan- keibiiasaan, dan yuriisprudeinsii. Dalam rangka meineimukan keiadiilan, 

para yuriis dan leimbaga-leimbaga yudiisiial maupun quasii-judiisiial meirujuk 

keipada sumbeir-sumbeir teirseibut. Darii sumbeir-sumbeir iitu, yang meinjadii 

rujukan peirtama dalam tradiisii siisteim hukum Ciiviil Law adalah peiraturan 

peirundang-undangan. Neigara-neigara peinganut ciiviil law meineimpatkan 

konstiitusii pada urutan teirtiinggii dalam hiirarkii peiraturan peirundang-undangan. 

Seimua neigara peinganut ciiviil law meimpunyaii konstiitusii teirtuliis.9 

2. Keirangka Konseipsii 

Peineintuan keirangka konseiptual oleih peineiliitii akan sangat meimbantu dalam 

meineintukan arah keibiijakan dan peilaksanaan peineiliitiian. Keirangka konseiptual 

meirupakan keirangka fiikiir meingeinaii hubungan antar variiabeil-variiabeil teirliibat 

dalam peineiliitiian atau hubungan antara konseip deingan konseip laiinnya darii masalah 

yang diiteiliitii. Seibagaii dasar untuk meilakukan analiisiis dan guna meinghiindarii 

keisalahpahaman meingeinaii peingeirtiian iistiilah atau konseip-konseip yang diigunakan 

dalam peineiliitiian iinii, beiriikut akan diibeiriikan peinjeilasan peingeirtiian atau konseip-

konseip seibagaii beiriikut: 

1. Tiindak piidana meirupakan peirbuatan yang diilarang oleih hukum dan dapat 

diikeinaii sanksii piidana seisuaii deingan apa peirbuatan yang diilanggar, seipeirtii 

tiindak piidana peincabulan yang diiteiliitii.  

2. Peincabulan meinurut Kamus Hukum meingandung makna proseis atau peirbuatan 

kotor dan keijii, beirtiindak tiidak seinonoh kareina meilanggar keisusiilaan dan 

keisopanan.  

Pada peineiliitiian iinii, korban dan peilaku iialah anak. Yang diimaksud deingan anak 

adalah seiseiorang yang beilum beirusiia 18 (seilapan beilas) tahun, teirmasuk anak yang 

masiih diidalam kandungan.10 Anak seibagaii peilaku meinurut pasal 1 ayat (3) Undang-

undang Siisteim Peiradiilan Anak, anak yang beirkonfliik deingan hukum yang 

seilanjutnya diiseibut anak adalah yang teilah beirumur 12 (dua beilas) tahun, teitapii 

beilum beirumur 18 (deilapan beilas) tahun yang diiduga meilakukan  tiindak piidana. 

 
          9 Fajar Nurhardianto. “Sistem Hukum Dan Polisi Hukum Indonesia”. Vol, 11 No, 1 (2015). hal. 38. 
          10 Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012, Op.Cit. 


